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WALIKOTA PALEMB, NG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WAI.1KOTA PALEMBANG 

NOMOR 1 TAUUN 2015 

TENTANC 

KOMIS.I PENGENDALIAN ZOONOSTS KOTA PALEMBANG 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka mel)IDgkatkan pengendalian dan 
pena11ggulangan tcrlladap penyak:il zoonosis ·sejalan 
dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 21 Pc i;-aturan Presidcn 
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, 
per\u dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Kota 
Palembang; 

b. bahwa berdasarkan perllmbangan sebagaimana climaksup 
pada hurur a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
palembang tenrang Komisil Pengendalian• 2oonosis Kota 
Palembang 

1. Ondang-1Jndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat fl dan. Kotapraja di Sumatera 
Sela.tan {Lem}xiron Negaro Republik lndonesio To.bun 1959 
Nomor 73, Tambil.han h...embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor: 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19.84 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Rcpublik rnctonesia 

' Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembarari Negara 
Republik Jndone~ia Nomor 3,273); 

3 . lJndang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 lentang L<arantina 
Hewao lkan dan Tumb~ (Lembard.ll Negar~ Repubnk 
tndonesia Tahun I 992 Nomor 56, Tambahan Lcmbaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 3482); 

4. Undaog - Undang Nompr 36 tahun 2009 tcntang 
Peler.nakan dan Ke!';ehatan Hewan (Lembara:n Negara 
Rcpublik Indonesia Ta.bun 2009 Nomw 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 50-15}; 

°!?• Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Petemakan dan Keseha1.an Hcwan (Lemb'aran Negara 
Republik Indonesia Tabu.n 2009 Nomor 144, Tambahan 
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6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan. Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t.elah diubah 
dengan Pcmtura.n Pemerinta.h Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

7. Pcrat:uran Pemerinta.h Nomor 22 Tahlin 1983 tentang 
Kesehatan Masyarakat Vetcriner (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Pcnyakit Menular (Lembamn Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3474); 

9. Pemturan Prisiden Nomor 30 Tamm 2011 tcntang 
Peogeodalian Zoonosis; 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pcmbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dioas Daerah Kota Palembang (Lcmbaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana tel-ah diubab dengan 
Pcrat:w-an Daerab Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 
tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 9 Tahun 2008 teotang Perubahau Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dina.s Da.erah Kota Palembang 
(Lembarao Daerab Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN 

PERATORAN WALlKOTA PALEMBANG TENTANG KO.MISI 
PENGENDALIAN ZOONOSJS KOTA PALEMBANG 

BABI 
KETENTOAN UMUM 

Pasall 

Ualam J>eraturan Walikota inl yang dimaksud dcngan : 

l. Kota adalah Koto. Palembang; 

2. Walikota adalab Walikota Palembang; 

3. Dinas edalah Dinas Pertanian, Perikanan clan Keh11taoao 
Kota Palembang; 

4. Kepala Dinas adalah Kcpala Dioas Pertanian, Pcrikanan 
dan Kehutanan Kota Palembang; 

s. Satuao Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsingkat 
SKPD adalah SKPD di linglruogan Pcmerintah Kota 
Palembang. 
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6. Zoonosis adalah penyakit menular dari hewan kepada 
manusia atau sebaliknya; 

7. Pandem:i adalah wabah penyakit menular yang berjangkit 
serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis 
antar bebetapa dan ba.nyak Negara; 

8. Kejadian Luar biasa ada)eb timbulnya atau men.ingka.tnya 
kejadian, kesakitan/kematien yang bermakna -secara 
epidemiologis pada suatu daerab dalam kurun waktu 
t.ertentQ, dan merupakao keadaan yang menjurus pada 
terjadinya wabab; 

9. Pen~ndalian ~nosis adalab rangkaian kegiat:an yang 
meliputi maiia3emen pengamatan, penged.intilikasisn, 
pencegahan, tatalaksana kasus clan perbatasan penularan 
serta pemusnaban su.mber zoonosis. 

BAB n 
KELEMBAGAAN DAN SUSUN'AN KEANGGOTAAN 

Pasal2 

(t) Dengan Peraturan Walikot.a ini dibentuk komisi Peogendalian 
Zoonosis Kot.a; 

(2) Susuoan. keanggotaan Kom.isi Pengendalian Zoonoois Xota 
adalab sebagaimana tercantum daJam lampiran yang merupakan 
bagian yang ti.dak terpisabkan dari Peraturan Walikola ini. 

Pasal3 

(1) Komisi Pengendalian Zoonosis Kota. sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 mempunyai tugas mengkoo.rdinasikan dan 
mensinkronisasikan penyusuna.n kebijakan, progr.un., 
pelaksaosan dan Pcngendalian Zoonosis cli Kota. 

(2) Dalam mengkoordinasikan. pan mengsinkronisasikao 
penyusunan kebijakan clan ~ Pengendallan Zoonosis di 
Kota Palembang sebagairoana di;naksud pada ayat ( 1) hams 
memperhatikan kebijakan clan Program Nasional Pengendalian 
Zoonosis clan Arahan Komisi Pengendalian Zoon·osis Provinsi 
Sumatera SeJatan. 1 

BAB ID 
A.RAH KEBIJAKAN, STRATEGl PELAK.SANAAN, DAN PELAPORAN 

PENGE NDALIAN ZOONOSJS 
l 

BagjanKesatu 
Arah Kebijakan Pengendal.ian Zoonosis 

Pasa.14 

Arab Kebijakan Pengendalian Zoonosis Kot.a berpedomat1 pada 
Rencana Pembangunan Jangka MeJ\engab. Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Pal'\iani:? Daerab. 
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Bagiao Kedua 
Strategi PengcodaJ!an Zoonosis 

PasaJ 5 

Strategi Pengendalian Zoonosis Kota dilakukan dengan: 

a. Mcngutamakan prinsip pencegahan, pcnularan kepada manusi.a 
dengan meningkatkan upaya pengendalian zoo:nosit> pada 
sumber penularan; 

b. Penguatan koord.ina:si lintas sektor dalam rangka membangun 
sistem pengendalian zoonosis, siogkrnoisasi, pembinaan, 
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, 
strategi dan program; 

c. Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melaJui 
surveilans, pengidentifikasi.an, pencegahan, tatalaksana kasu,s 
dan pembatasan penularan ~anggul~ kejadian luaT 
biasa/wabah dan pandemik serta! pe:rmusuhan w.moor zoonosis 
pada bewan apabila diperlukan; 

d. Penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terbadap 
penularan zoonosis baru; 

e. Peningkatan upaya pedindungan masyarakat da.ri ancam~ 
pcnularan. zoonosi-s; 

f. Penguatan kapasitas sumbetdaya yang: meliputi sumber daya 
manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis 
pengeodaliao, kekimbagaan dan anggaran biaya pengendalian 
ZO<;inosis; 

g. Penguatan penelitian dan _penlngan zoono~js; dan 

b. Pembe:rdayaan ma.syarakat deo~an melibatkan dunia usaha, 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat clan organisasi 
profesi, serta pihak- pihak lain. 

Bagia.n Ketiga 
Pe]aksanaan 

Pasal6 

Pengendalian zoonosfa dilaksaoalran oulb SKPD terkait sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-ma.sing secara terkoordinasi dan terintegrasi 
dalam satu kesa.tuan sesuru dengan ketentuan peraturao 
peru.ndang - undangan yang berlaku. 

Pasal7 

Pengendalian zoonosis sebagaimana diroakst id dalam Pasal 6 
dil~akan dengan mengikut sertakan peran serta masyarakat, 
dunia usaha, organisasi profesi, pergu.~an tinggi dan. pihak terkait 
lainnya. 



Bagian Keempat 
PelaPQran 

Pasal 8 
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(1) SKPD sebagaimaoa rlimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. melaporkan basil pelaksanaan pengendaliao. 
zoooosis kepada Walikota; 

(2) Lapa.ran sebagaimaoa diroaksud pada aya.t 1 clan laporan 
peogendalian zoonosis da.ri Ke.caroatan dibs.has daJam sidang 
komisi pengendalian zoonosis k:ota dan disusun dalam 1 (satu) 
lapora.n pengendalian zoonosis tingkat kota; 

(3) Walikota menyampaikan lapora.n pengendalian zoonosis tingk:at 
kota kepada Gubemur selaku ketua komiai pengendalian 
zoonosis provinsi. 

Pasal.9 

(1) Un.tuk ke.lancaran pelak68Daan tu_gasnya, komisi pengendalian 
zoonosis kota dibantu olah sekretariat; 

(2) Untuk melaksanakan tugas k:esekretariatan Sl-'bag.airoaoa 
dimaksud pada ayat (1) ditunjlµ( petugas sekretariat yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas selak:u Wakil Ketua Harian Komisi 
Pengendalian Zoonosis Kota. 

. BABN I 
TATAKERJ 

Pasal 10 

(1) Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kot.a mempunyai tugas 
memberikao arahan, bimbiogan, petunjuk dan pedoman serta 
motivasi kepada k:omisi daJam .rangka Pengendaliao Zoonosis di 
Daerah. 

(2) Dalarn melaksanakan tugasnya sebagaima.na dimaksud pada 
~yat (1) Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Daerah dibantu 
Oleh Wakil-Wakil Ketua. 

Pasal 11 1 
(l) Ketua Harian Pengendalian Zoonosis Kota..mempunyai tugas: 

a. menyusun kebijakan operasional; 

b. meosinergikan lintas sektor dan pemangku kepentingao serta 
peran masyarakat; 

c. mengkoordinasikan perencanaan antar sektor dan organisasi 
perangk:at daerah terkait; dan 



cl melakukan pemhinaao clan fasilttasi pcngendalian roonosis 
.kecamatan/kabupalen untuk meni:ngkatkan sinergin.itas dan 
kerjasama antar lintas sektor. 

(2) Dalam m.,JaJwmakan tQgasnya sebagairoaoa dimaksud ayat (1) 
dibantu oleh para Wakil Ketua Harian . 

Pasal12 

(1) Sekretaris Komiai Pengendaliao Zoonosis Kot.a mempunyai tugas 
sebagai berikut: 

a. menyusun perencan:aa.n, menyiapkan pelaporan evaluasi dan 
m.on.i.toring; clan 

b. menyusun.laporan perkembangan .kasus pengeudalian monosis 
yang disampaikan secara berkaJa 3 (tiga) bulan kepada ketua 
komisi peogCPdaliaan 200nosis kota clan ketua komis i. 
pengendalian .zoonosis provinsL 

(2) Dalam melaksaoaJcao tagasnya sebagAiroaoa dimaksud pada 
ayat (l) Sekretarls dibantu oleh Wakil Sekretaris. 

Pasal.13 

Aoggota Komisi Pengendalian Zoonosis Kot.a mempunyai t ugas sebagai 
berikut: 

a. merumuskan bahan kajian., staodar baku, strategi. jejaring clan 
dukungan tekni-i,, sesuai dengan tugas clan fu.ngai .masi.ng-.masmg 
sektor guna mendorong Pen}'elenggaraan Pengendalian Zoon.osis.­
Kota; 

b. melakukan pembinaan teknis terhadap upaya pengendaliao 
zoonosis SC$Uai dengan tugas dao. fungsi masing- masing; dan · 

c. memberikan masukan clan laporan hasil pembinaan tclmis sesuai 
dengan fungsi mesing-masing kepada Ketua Kamisi. Pengendalian 
Zoooosis Kota. 

BAB IV 
PEMBlAYAAN 

Pasa114 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 
Walikota ini clibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Kota Palembang, Dokumen Pelaksaoaan A.nggarc!Il Satu.an 
Kerja Perangkat Daerah/DPA SKPD yang tersed.ia di masing-.masing 
SKPD t.erkait serta sumber dana lain.nya yang sah. 



BABY 
KETENTIJANLAfN- LA.IN 

PasallS 
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Masa kerja Komisi Pengendalian Zoonosis Kota selama 5 (llina) Tahun 
dan berakh.ir-pada Tanggal 31 Desember 2019, 

BABV1 
KETENTUAN PENOTUP 

Pasal 16 

Peral~an Wal.i.k.ota inimulai berla:ku pada t.anggal diundangkan. 

Agar set:iap orang mengetahuinya, memerintabkan Peru.ndangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempat.annya dalam Serita Daerah 
K.ota Palembang. · 

Diundangkan··cti-Pa:lembang 
pada tanggaJ ~ - 1- 2015 

SEKERTARIS DAERAEI K01)~;MBANG, 

ucf:!AYAT 

Ditetapkan . emb!.!Dg 
pad.a tan nuan 2015 

HARNOJOYO 

SERITA DAERAH KOTA PJ\LEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 1 . 



1. 

n. 

m. 

N. 

V. 

VI. 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALtKQTA PALEMBANG 
NOMOR 1. TA.HUN ~015 
TANGGAL f ()anWln 2015 
TENTANG 
KOMISI PENGltNDA.WAN ZOONOSIS KOTA PALEMBANG 
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SUSUNAN KEANGGOTAAN K.QMJS1 PENGENDALIAN 

Kctua 

w akil Jretua 

Kctua Harian 

Wakil Ketua 
Harian 

Sekrelaris 

Wakil 
Sekretaris 

Aoggota 

ZOONOSIS KOTA PALEMBANG 

PlL Walikota Palembang 

1. Wakil Walikota.Pale6bang 
2. Sekretaris Daerah Kota Palembang 

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerab Kota 
Palembang j 
L Kepala Dinas Pertanian, Perika.nan dan Kehut:anan 

Kota .Palembang J 

2. Kepala Dinas Kesel:ia.tan Kota Pal.embang 

Kepala Bagian .Kestj~raan Rakyat Setda Kota 

Palembang I 
Kepala Bidang Pet.emax.an Dinas Pert.anian, ~rikaoao 
dan Kehutanan Kota Palembang 

I 
L. l<epala Dinas PerulidikanKota Palembang 
2. Kepala Dinas Perhi bungan dan lnfonnatika Kot.a. 

Palembang 
-.'3,-_K-epala Binas-K:r· ayaan dan Pariwisa.ta Kot&- -­

Palembang 
4. Kepala Badan P caoaao Pembaogunan Daerah 

KotaPale.mbang J 

5. Kepala Badan Pengclola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Paleml:g 
6. Kepala Satuao 'Olisi Pamnog Praja Kota 

Palembang 
7. Komandan Kodi.m • ta Palembang 
8. Kapolres Kota Palembang 
9. Ketua PMI Kota PalCrmbang 

10. Kepala BPBD Kota ~embang 
11. K.epala Sek:si KT hatan Hewan DP2K Kota 

Palembang 
12. Kepala UPfD Kesmavet DP2K Kota Palembang 
13. Kepala UPTD Pusk~ se- Kota Palembang 
14. Kepala UPTD BPP.se- Kota Palembang 
15. ca.mat se- Kota Palf mbang 
16. Lurah se- Kola Pal bang 

RARNOJOYO 


